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PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan

xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal  lahir  xxx, agama Islam, pendidikan

xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  30 Oktober 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sungai  Raya,  Nomor

xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal xxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal  19  Februari  2016,  Penggugat  dan Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxx,  sebagaimana  sesuai  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah orang tua  Tergugat  selama dan sudah di  karuniai  1  anak yang

bernama :

2.1 Anak I, tanggal lahir xxx, lahir di xxx, NIK xxx, Kelas xxx; 
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Bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat; 

3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

Tergugat sering egois kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering

menyalahkan Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan

mengingatkan  Tergugat  untuk  merubah  sikap,  namun  Tergugat

marah;

3.2 Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  bahkan  keluarga  Tergugat  sering

menuduh Penggugat istri yang pemboros dan istri pemalas;

3.3 Bahwa pada Oktober  2021 Tergugat  ketahuan selingkuh dengan

wanita lain lewat chat facebook dan sejak saat itu Tergugat sering

melakukan kekerasan dalam rumah tangga; 

4. Bahwa, puncaknya pada November 2021 terjadi  pertengkaran masalah

yang  sama  dan  akhirnya  Penggugat  pulang  ke  rumah  orang  tua

Penggugat;

5. Bahwa sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

kumpul lagi layaknya suami istri dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah

lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sungai  Raya  cq. Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 13 November 2023 dan tanggal

24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat

NIK xxx yang dikeluarkan tanggal xxx oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil xxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen),

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxx, telah bermeterai

cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor:  xxx  tanggal  xxx  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  xxx,
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telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan

sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan domisili  Nomor: xxx tanggal  xxx yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, telah bermeterai cukup dan dicap

pos (nazegelen), diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi  I,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  xxx,

pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx,  di depan sidang mengaku

sebagai  teman  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri  yang

menikah pada tahun 2016 yang lalu; 

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  di

rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;

 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  awalnya  hidup  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak

tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  saksi pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

sebanyak satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar. Selain

itu, Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kondisi

rumah tangganya yang sudah tidak rukun; 

 Bahwa  saksi  tidak  tahu  yang  menjadi  penyebab

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

yang saksi tahu keduanya sudah pisah rumah sejak dua tahun

lebih yang lalu;  

 Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga

sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  karena  Penggugat  pergi  dari  rumah  bersama  dan
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selama berpisah keduanya sudah tidak  saling berkomunikasi

dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun

tidak berhasil;

2. Saksi  II,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  xxx,

pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx,  di depan sidang mengaku

sebagai abang ipar Penggugat,  di  bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri  yang

menikah pada tahun 2016 yang lalu; 

 Bahwa  setelah  menikah Penggugat  dan  Tergugat  di

rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak dua tahun lebih

yang  lalu,  keharmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  mulai  goyah,  karena sering  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran;

 Bahwa  saksi tidak  pernah  melihat  atau  mendengar

langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat,  hanya  mengetahui  dari  cerita  Penggugat  jika

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa  yang menjadi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat

menjalin hubungan dengan perempuan lain;  

 Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak  2  (dua)  tahun lebih  yang lalu karena  Penggugat  pergi

meninggalkan Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada lagi  hubungan baik  lagi, tidak
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saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri

yang baik; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun

tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  siding  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry  tanggal  13  November  2023  dan  tanggal  24

November  2023  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering

egois kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering menyalahkan Penggugat,

Penggugat  sudah  mencoba  bersabar  dan  mengingatkan  Tergugat  untuk

merubah sikap, namun Tergugat marah, keluarga Tergugat sering ikut campur

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Tergugat sering

menuduh Penggugat istri yang pemboros dan istri pemalas, pada Oktober 2021

Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain lewat chat facebook dan sejak
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saat  itu  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang

akhirnya sejak  November 2021,  Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

tinggal  selama  dua  tahun  lebih  hingga  gugatan  diajukan,  selama  berpisah

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo. Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 - P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Kartu  Tanda  Penduduk),  P.2  (Kutipan

Akta Nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai akta otentik,  oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  285  R.Bg  juncto Pasal  1870

KUHPerdata,  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat terikat  dalam

perkawinan yang sah, oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan

hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang,  bukti  surat  P.4  (Surat  Keterangan)  menerangkan

Penggugat bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dalam surat gugatan

yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,

sehingga membuktikan bahwa telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran di

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan tidak pernah

melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar,  tetapi  mengetahui  bahwa

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lebih

yang lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami

istri yang baik;
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Menimbang,  bahwa Yurisprudensi  Nomor 299 K/AG/2003 tanggal  08

Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-

saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum

(rechts gevolg)  tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan

hukum  (vreem  de  oorzaak)  dari  akibat  hukum  tersebut  mempunyai

nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan

saksi-saksi  sepanjang mengenai  akibat hukum dan keterangan lainnya yang

tidak  bersifat  pendapat/kesimpulan  dan/atau  keterangan  yang  bersifat

testimonium de auditu sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa  setidak-tidaknya  sejak  tahun  2021  antara  Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut,  pada  November  2021,

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

 Bahwa  selama  pisah  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi  tinggal  bersama

selama dua tahun lebih hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak

saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak

dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa,  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  suami  istri

seyogyanya  hidup  bersatu  pada  tempat  kediaman  bersama  dan  tidak

dibenarkan hidup berpisah tempat  tinggal  agar  bisa  menjalankan tugas dan

kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga

yang harmonis sekaligus sebagai  salah satu tanda keutuhan rumah tangga,
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oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak

saling  mengunjungi  merupakan  bentuk  penyimpangan  dari  konsep  dasar

dibangunnya  lembaga  perkawinan  agar  suami  istri  kompak  dalam  segala

aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Bahwa, dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat

bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori madlarat (mengandung

unsur  yang  membahayakan),  sedangkan  setiap  madlarat harus  dihilangkan,

sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

   

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh

membahayakan orang lain.” 

Bahwa, kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat

Majelis Hakim:

Artinya: “Sesuatu  yang  membahayakan  (madhorat)  harus

dihindarkan/dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh  Penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo. Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975  jo.  Pasal  116 huruf  (b)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dan  dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam, maka cukup beralasan bagi  pengadilan untuk menjatuhkan talak satu

ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal  05  Desember  2023 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  22

Jumadil  Awwal  1445 Hijriah  oleh  Soffatul  Fuadiyyah,  S.H. sebagai  Ketua

Majelis,  Fauzy  Nurlail,  S.H.,  M.H.  dan  Ai  Susanti,  S.H.I., sebagai  Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Ketua Majelis  dengan dihadiri  para  Hakim Anggota tersebut  dan  Annisa Sri

Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 550.000,00

4. PNBP Rp 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp         10.000,00  

Jumlah Rp 695.000,00 

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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